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ABSTRACT

EVALUATION OF THE GRANTING POLICY
ADDITIONAL INCOME IMPROVEMENT (TPP)
(STUDY OF REGIONAL SECRETARIAT OF TANA TIDUNG DISTRICT)

Rita
ritaditha80@gmail.com

Graduate Studies Program
Universitas Terbuka

Additional Income Improvement is given to all Civil Servants and Prospective Civil
Servants within the Regional Government of Tana Tidung Regency based on
Regulations of Regent Tana Tidung Number 4 Year 2017. Implementation of
additional income improvement has been carried out for more than 7 years, there
has not been any optimal implementation. violations in the implementation such as
lack of awareness and consistent employees to work optimally as stipulated in the
Regents Regulations. This study aims to find out and analyze the implementation of
policies and analyze the evaluation of the policy of providing additional Income
Improvement in order to improve employee performance at the Regional
Secretariat of the District of Tana Tidung. The method used in this study is
descriptive qualitative, namely with the technique of collecting data through field
observations and also interviews based on the results of the research the authors
make conclusions and suggestions. Research informants were elements of the
leadership of the regional secretariat, structural officials and regional secretariat
staff. The results showed that the Additional Income Improvement (T'PP) in the
Regional Secretariat of Tana Tidung Regency had not been fully implemented and
the evaluation results showed that performance appraisal had less impact on the
discipline that indicated the weak functions and tasks that were his responsibility,
besides the lack of appraisal of attendance at Apple Morning and Afternoon which
are sometimes not carried out by some employees and work performance
assessments have never been carried out. Departing from the results of the study
suggest that the policy of supplementary income improvement needs to be re-
evaluated.

Keywords: Policy, Implementation, Evaluation, Additional Income Improvement
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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP)
(STUDI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG)

Rita
ritaditha80@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tambahan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil
maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tana Tidung berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017.
Pelaksanaan pemberian tambahan perbaikan penghasilan sudah terlaksana 7 tahun
lebih, dalam impelementasinya belum optimal terdapat celah-celah pelanggaran dalam
pelaksananya seperti kurangnya kesadaran dan konsisten pegawai untuk bekerja secara
maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan dan
menganalisis evaluasi kebijakan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dalam
rangka meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan juga wawancara berdasarkan
hasil penelitian penulis melakukan kesimpulan dan saran. Informan penelitian adalah
unsur pimpinan sekretariat daerah, pejabat struktural dan staf sekretariat daerah. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Sekretanat
Daerah Kabupaten Tana Tidung belum sepenuhnya terimplementasi dan hasil evaluasi
menunjukkan bahwa penilaian kinerja kurang berdampak pada disiplin yang
berindikasi pada lemahnya fungsi dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, selain
itu masih kurangnya penilaian kehadiran pada Apel di Pagi dan Sore han yang kadang
tidak dilaksanakan oleh sebagian pegawai serta penilatan prestasi kerja tidak pernah
dilaksanakan. Berangkat dari hasil penelitian menyarankan agar kebijakan pemberian
tambahan perbaikan penghasilan perlu dievaluasi kembali.

Kata kunci ; Kebijakan, Implementasi, Evaluasi, Tambahan Perbaikan Penghasilan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten
pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini“ kemudian disahkan oleh
Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi
menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan
Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18
Desember 2007. Setelah lahimya UU Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25
Oktober 2012 tentang pembentukan Dacrah Otonom Baru Provinsi Kalimantan
Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka
Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran
Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah
administrasi seluas 4.828,58 km2, dengan ibukota kabupaten terletak di Desa
Tideng Pale Kecamatan Sesayap, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu:
Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia. Seiring
dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Tana Tidung,
maka dipandang perlu pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah

63
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Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, wilayah kecamatan
Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan. Schingga
Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 29
Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia Kecamatan
Betayau dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi
Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara  : Kabupaten Nunukan

Sebelah Timur  : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan

Sebelah : Kabupaten Malinau

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan
atau 32 Desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Sesayap, luas wilayah sekitar 1.016,92 Km? membawahi 7 Desa,
yaitu Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, Tideng Pale
Timur, Gunawan dan Sebawang.

2. Kecamatan Sesayap Hilir, luas wilayah sekitar 1.317,53 Km? membawahi 8
Desa, yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu, Badan Bikis, Sepala Dalung,
Seludau, Menjeletung, dan Sesayap Selor.

3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas 877,86 Km? membawahi 5 Desa, yaitu
Desa Tanah Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat,
Sambungan Selatan.

4. Kecamatan Betayau, dengan luas 1.007,65 Km? membawahi 6 Desa, yaitu

Desa Buong Baru, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning, dan Periuk.
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5. Kecamatan Muruk Rian, dengan iuas 608,62 Km? membawahi 6 Desa, yaitu
Seputuk, Rian, Balayan Ari, Rian Rayo, Kapuak, Sapari

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung

No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa
1 Sesayap 1.016,92 7
2 Sesayap Hilir 1.317,53 8
3 Tana Lia 877,86 5
4 Betayau 1.007,65 6
5 Muruk Rian 608,62 6
Jumlah 4.828,58 32

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2011 dan Perda No. 10 Tahun 2012

Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan
pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sckretaris daerah (disingkat sekda).
Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan
dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam
pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dan Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai
pembina PNS di daerahnya. Sckretaris Daerah dapat disebut jabatan paling
puncak dalam pola karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah,

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota. Sekretariat Dacrah
Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Wali kota dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana
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serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Seckretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali kota. Sekretariat Dacrah
Kabupaten/Kota terdiri atas sebanyak-banyaknya 2 Asisten; di mana Asisten
masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 bagian. Berikut adalah Uraian
Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang antara lain:

a. Menyusun kebijakan pemerintah daerah;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program organisasi perangkat
daerah, sesuai dengan kebijakan Bupati;

¢. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

d. Mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para Asisten;

e. Membina dan mengevaluasi pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai dilingkup Sekretariat Daerah dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan pengembangkan karier
pegawai;

f. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan
dilingkup Sekretariat Daerah;

g. Mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman yang
mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan
Bupati;

h. Menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas
organisasi perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintah
daerah;

i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan,hukum,
kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan, organisasi dan
tata laksana, kehumasan dan administrasi umum,;

j. Menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, umum,
perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas di lingkup
Sekretariat Daerah;

k. Mengkoordinasikan, memembina dan mengevaluasi segala
kegiatan organisasi perangkat daerah dalam upaya peningkatan
hasil pelaksanaan tugas di daerah;

. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada Bupati, Wakil
Bupati dan kepada seluruh organisasi perangkat daerah;

m. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan
tugas Bupati;
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n. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dan
Wakil Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan/strategi
kebijakan pemerintah daerah;

0. Melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum pemerintah daerah
berdasarkan kebijakan Bupati;

p. Menyclenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah daerah dan;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tana Tidung, maka Susunan Organisasi secretariat Daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahan:
1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Pertanahan dan Penataan Wilayah;
c. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2) Bagian Hukum, membawahkan :
a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
¢. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a. Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan SDM,;
b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
c. Sub Bagian Keagamaan.
3. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, membawahkan:
1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
a. Sub Bagian Perekonomian;
b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
¢. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
2) Bagian Organisasi dan Humas, membawahkan :
a. Sub Bagian Organisasi;
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
¢. Sub Bagian Perpustakaan dan Kepegawaian.
3) Bagian Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
b. Sub Bagian Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Protokol.
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Dalam melaksanakan amanat pembangunan berpedoman pada visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk periode 2016 -2021. Visi
pembangunan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatkan Pembangunan
Kabupaten Tana Tidung melalui harmonisasi dalam pendayagunaan potensi
sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi prorakyat, budaya local dan
ilmu pengetahuan dan teknologi menuju  kesejahteraan masyrakat
berkelanjutan”.

1. Tambahan Perbaikan Penghasilan

Komponen penghasilan seorang PNS terdiri dari gaji, tunjangan dan
honorarium yang antara lain berupa vang lembur. Namun saat ini ada insentif
lain berupa Tunjangan Kinerja/Kesejahteraan Daerah atau dengan
numenklatur baru yaitu Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud tambahan
penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kriteria: beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja Kriteria
pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diperjelas dalam
Permendagri 13 Tahun 2006 ayat 3, kriteria beban kerja adalah PNS yang
dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui
beban kerja normal.

Ayat 4, kriteria tempat bertugas adalah PNS yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah
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terpencil. Ayat 5, kriteria Kondisi kerja PNS yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Ayat 6,
kriteria kelangkaan profesi PNS yang dalam mengemban tugas memiliki
ketrampilan khusus dan langka. Ayat 7, kriteria prestasi kerja PNS yang
dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
2. Landasan Hukum Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)
Landasan hukum yang mendasari kebijakan tentang pemberian
tambahan penghasilan pegawai adalah sebagai berikut:

1} Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari KKN.

2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian, dimana salah satunya substansinya mengatakan
bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak
dan adil sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, khususnya
pada Bab IV butir 1.2 huruf E yang menyatakan bahwa:
“Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan
tata pemerintahan yang baik. Di pusat maupun di daerah, agar
mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang
lainnya”.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.,

5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang diperbaharui dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

6) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Saerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Penerapan sistem tambahan penghasilan pegawai saat ini mengacu

pada 5 Prinsip (Santoso, 2012), yaitu:
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1) Sistem merit, yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan

harga jabatan.

2) Adil, dalam arti jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab
pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan pekerjaan
yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab
yang lebih tinggi, dibayar lebih tinggi.

3) Layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan

minimal).

4) Kompetitif yaitu gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan
kualifikasi yang sama di sektor swasta guna menghindari brain

drain

5) Transparan, dalam arti hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi

3. Implementasi Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Seckretariat Daerah Kabupaten

Tana Tidung ini berjumlah 95 orang dengan rincian Eselon 2 sebanyak 3

orang, Esclon 3 sebanyak 4 orang, Eselon 4 sebanyak 17 orang dan Non

Eselon sebanyak 72 orang. Sejumlah aparatur sipil Negara inilah yang

menerima tambahan perbaikan penghasilan berdasaran Peraturan Bupati

Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017. Berikut adalah rekapitulasi pegawai

secretariat dacrah yang menerima Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)

berdasarkan elesonisasi dan golongan.Sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah

Yang Menerima TPP Berdasarkan Golongan

Golongan
Instansi
II 11 v
Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung 26 39 5
Jumlah 70

Sumber : Bagian Organisasi dan Humas Tahun 2018
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Berdasarkan keadaan jumlah pegawai Sckretariat Daerah pada tabel
diatas dapat digambarkan jﬁmlah besaran anggaran pemberian Tambahan
Perbaikan Penghasilan untuk tiap bulannya. Adapun berdasarkan
Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 900/035/K-1/2018 untuk golong I
dan II untuk tiap bulannya Rp. 5.050.000,-, untuk golongan III Rp.
6.053.000,-, untuk golongan IV Rp. 7.060.000,-

Selain berdasarkan golongan pemberian Tambahan Perbaikan
Penghasilan juga berdasarkan eselon pada jabatan structural pegawai yang
bersangkutan. berikut adalah jumlah pegawai yang menerima Tambahan
Perbaikan Penghasilan berdasarkan eselon jabatan yang diemban yakni
sebagai berikut :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah
Yang Menerima TPP Berdasarkan Eselon

Instansi Eselon
nstansi Eselon I1 | Esclon 111 | Eselon IV
Sekretariat Daerah Kabupaten Tana
) 3 4 17
Tidung
Jumlah 23

Sumber : Bagian Organisasi dan Humas Tahun 2018
Berdasarkan keadaan jumlah pegawai Sekretariat Daerah yang
berdasarkan eselon pada tabel diatas dapat digambarkan jumlah besaran-
anggaran pemberian TPP untuk tiap bulannya. Adapun berdasarkan
Peraturan Bupati Tana Tdung Nomor 4 Tahun 2017 Eselon II untuk tiap
bulannya Rp. 18.460.000,-, untuk Eselon lIIa. Rp. 13.053.000,-, dan

Eselon IV Rp. 9.053.000,-.
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B. Hasil Penelitian
Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah
untuk mengevaluasi kebijakan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan fokus dalam penelitian
ini adalah “implementasi kebijakan pemberian tambahan perbaikan penghasilan”
dan “evaluasi kebijakan pemberian tambahan perbaikan penghasilan”. Untuk itu
dilakukan wawancara secara mendalam terhadap sebanyak 3 orang informan
terpilih. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang
telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hasil penelitian tentang implementasi
kebijakan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dan evaluasi kebijakan
pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dikemukakan secara berturut-turut
berikut ini.

1. Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah
Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang
dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan
pada suatu periode tertentu. Menurut Armia (2001) kinerja (performance)
merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu,
kelompok atau organisasi. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu
fungsi keija atau aktivitas selama peniode tertentu yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sckelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai
tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum

dan sesuai dengan moral dan etika.
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Di dalam Sekretariat Daerah, baik buruknya pelayanan dibandingkan
dengan standar yang telah ditetapkan, dapat dijadikan tolok ukur untuk
menilai seberapa besar komitmen organisasi Sekretariat Daerah tersebut
tethadap kemauan dan kemampuannya memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, tuntutan terhadap
pelayanan yang berkualitas disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat
penerima layanan.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang keSekretariat an, seringkali
hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini
diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung yaitu:

“ Di dalam melaksanakan pekerjaannya, kadang pegawai belum

melakukan pekerjaan sesual dengan tupoksinya, sehingga pegawai

perlu diberikan penjelasan terus menerus dan diulang-ulang sehingga
kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada camat, wakil
ataupun SKPD yang lain seringkali tidak memuaskan”.

Dalam memahami tupoksi pekerjaan oleh masing-masing pegawai
kadang belum sama persepsi atau anggapan dari masing-masing pegawai,
sehingga kegiatan kinerja kepada masyarakat tidak bisa maksimal diberikan.
Hal int dikarenakan :

1) Ketidak jelasan waktu, biaya dan mekanisme pelayanan;

2) Diskriminasi pelayanan pada pertemanan,afiliasi politik, etnis

atau agama,

3) Panjangnya rantai birokrasi;

4) Adanya budaya suap dan pungutan liar untuk mempercepat

pelayanan;

5) Orientasi aparatur pelayanan mengutamakan pejabat dan

atasannya, bukan pada publik atau masyarakat;

6) Berkembangnya budaya kekuasaan dalam pelayanan;

7) Prinsip pelayanan didasarkan pada distrust (ketidak percayaan),
bukan pada trust (kepercayaan);
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8) Tidak konsistensinya penerapan prosedur pelayanan untuk

mengontrol perilaku pemberi pelayanan;

9) Timpangnya distribusi kewenangan pada berbagai satuan atau unit

pemberi pelayanan,
2. Impiementasi Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan

Implementasi kebijakan pemberian tambahan perbaikan penghasilan
yang dimaksudkan disini adalah pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan. Evaluasi terhadap-implementasi
kebijakan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan telah
sesuai dengan rumusan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Tambahan perbaitkan penghasilan adalah pemberian tuniangan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/ Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Sekretariat Daerah didasarkan pada
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, resiko kerja, kelangkaan profesi,
kondisi kerja atau prestasi kerja dan pertimbangan objektiif lainnya yang
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan daerah diberikan
dalam rangka meningkatkan kinerja dan peningkatan kesejahteraan aparatur
daerah sesuat dengan beban kerja dan tanggungjawabnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tambahan

perbaikan penghasilan diberikan kepada PNSD/CPNSD Sekretariat Daerah

dengan berdasarkan pada bobot kerja, hari dan jam kerja, kondisi
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perckonomian daerah, kondisi geografis daerah, dan pertimbangan objektif
lainnya.

Berdasarkan reduksi data hasil wawancara dengan semua informan
menunjukkan bahwa ketentuan kriteria penerimaan Tambahan Perbaikan
Penghasilan telah diifnplcmentasikan sesual dengan Peraturan Bupati Tana
Tidung Nomor 4 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana hasil wawancara dengan
Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung berikut ini.

“Ya, mengenai kriteria pemberian Tambahan Perbatkan Penghasilan
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, adapun kriteria-kriteria yang
berlaku dan perhitungan pembiayaan tersebut terdapat pada Peraturan Bupati
Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Bupati Tana
Tidung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Perbaikan
Penghasilan Pegawai Negen Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.”

Pernyataan Asisten Administrasi, Pembangunan dan Umum berikut
juga menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kriteria penerimaan
Tambahan Perbaikan Penghasilan telah diimplementasikan dengan baik dan
benar di Sekretariat Daerah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan kriteria penerima

Tambahan Perbaikan Penghasilan, kami sangat memperhatikan
disiplin waktu kerja. Daftar hadir masuk kantor langsung
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dikumpulkan pada hari itu juga, sedangkan daftar apel pagi dan
siang/sore dikumpulkan pada saat setelah pelaksanaan apel.
Dengan begitu tidak ada kesempatan bagi pegawai tidak masuk
kantor atau tidak mengikuti apel untuk menandatangani daftar
hadir.”

Pernyataan Kepala Bagian Hukum mengenai ketentuan implementasi
kebijakan Tambahan Perbaikan sebagai berikut :

“Pelaksanaan Tambahan Perbaikan Penghasilan, kalau
dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan pegawai sudah tercapai.
Apabila dikaitkan dengan indikator kewajiban sesuai Peraturan
Bupati belum terpenuhi, khususnya pada unit yang saya
pimpin. Seharusnya pegawai sudah tiba di kantor pada pukut
7.30 dan meninggalkan kantor pada pukul 16.30 tapi kenyataan
berbeda pegawai masuk kantor pukul 8.00 dan pulang lebih

cepat.”
Pemnyataan Kasubag Perpustakaan dan Kepegawaian mengenai
perhitungan pembayaran Tambahan Perbatkan Penghasilan sebagat berikut:

“Sehubungan dengan perhitungan pembayaran Tambahan
Perbaikan Penghasilan kalau kami dilihat dari indikator Displin
Kerja dan Prestasi Kerja belum sesuai dengan Peraturan Bupati
yang berlaku karena masih banyak pegawai yang datang lambat
dan pulang lebih cepat serta belum lagi prestasi kerja yang
tidak tercapai.

Pernyataan Staf Bagian Ekonomi Pembangunan mengenai ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan
sebagai berikut

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pemberian
Tambahan Perbaikan Penghasilan jika kami lihat dari regulasi
yang berlaku masih perlu dilakukan evaluasi untuk

menyimpulkan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ada
atau belum.”
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Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian sebelum ini
bahwa kebijakan TPP yang ditetapkan oleh Bupati Tana Tidung Provinsi
Kalimantan Utara dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun
2017 perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung yang menyatakan bahwa Tambahan perbaikan
penghasilan diberikan kepada PNSD/CPNSD dengan didasarkan pada:

. Bobot beban kerja
. Hari dan jam kerja
. Kondisi perekonomian daerah

. Kondisi geografis daerah; dan
. Pertimbangan objektif lainnya.

a0 o

2]

Adapun yang dimaksud dari Bobot beban kerja merupakan kedudukan
jabatan PNSD/CPNSD dalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bobot beban kerja mencerminkan bobot
dan beban kerja terhadap pendanaan, kondisi lingkungan kerja, tuntutan fisik
pekerjaan, jam kepa SKPD, tingkat koordinasi/interaksi, wilayah kernja
pelayanan, tanggungjawab supervisi (pengawasan), kompleksitas tugas
wilayah kerja dan rentang kendali yang terdapat pada SKPD

Jenis TPP yang diberikan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana
Tidung adalah sebagai bertkut:

1. PNSD yang menduduki jabatan Struktural

2. PNSD yang menduduki jabatan fungsional
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3. PNSD/CPNSD pelaksanaan pada seluruh SKPD dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung

4. PNSD/CPNSD pelaksanaan pada UPT/UPTD Pemerintah Kabupaten
Tana Tidung

Hari kerja PNSD/CPNSD pada Sekretariat Daerah KTT adalah senin
sampi dengan jumat. Jam kerja hari senin sampai dengan kamis, masuk kerja
jam 07.30 WITE pulang kerja 16.30 WITE, untuk hari jumat masuk kerja jam
07.30 WITE pulang kerja 11.30 WITE.

Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan
kinerja  diberikan  berdasarkan  penetapan  bobot  masing-masing
PNSD/CPNSD. Besaran dan rentang bobot ditetapkan berdasarkan jabatan,
beban dna tanggungjawab dalam ruang lingkup pekerjaannya. Jumlah besaran
dan bobot tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah. Pemberian tambahan perbaikan penghasilan
diberikan kepada PNSD/CPNSD pada setiap bulan adalah tambahan
penghasilan bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan
total indikator pengurangan.

Indikator pengurangan merupakan indikator kewajiban yang
ditetapkan sebagai syarat yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap
PNSD/CPNSD. Indikator memuat syarat-syarat:

a. Disiplin Waktu Kerja

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan

terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 4% per han
kerja;
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2. Tidak menguki apel masuk kerja (pagi) dan apel pulang kerja
(siang/sore) dikenakan akumuluasi pengurangan 2% (1% apel
pagi dan 1% apel siang/sore) per hari kerja;

3. Tidak masuk kerja dengan surat ijin dan/atau tidak masuk kerja
karena sakit tanpa keterangan dokter/medis, akan dikenakan
pengurangan terhadap tambahan perbaikan sebesar 2% perhari
kerja;

4. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam dan pulang lebih
awal dan jadwal yang ditentukan, akan dikenakan pengurangan
terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2% per hari
kerja;

5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 8 (delapan) han
dalam 1 (satu) bulan, akan dikenakan pembatalan pembayaran
tambahan perbaikan penghasilan.

6. Tidak hadir pada acara kegiatan pemerintah yang sifatnya wajib,
maka akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran perbaikan
penghasilan selama 1 (satu} bulan terhitung dibulan pada
kegiatan tersebut.

b. Sanki Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Presiden Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Hukuman Disiplin Ringan akan dikenakan pengurangan sebesar
5% dari total penerimaan per bulan selama 3 (tiga) bulan;

2. Hukuman Disiplin Sedang akan dikenakan  pengurangan
10% dari total penerimaan per bulan selama 6 (enam) bulan;

3. Hukuman Disiplin Berat akan dikenakan pengurangan 25% darn
total penerimaan per bulan selama 1 (satu) tahun.

c. Cuti
1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diberikan
tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
seama menjalankan cutinya;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diluar
tanggungan negara diberikan tambahan perbaikan penghasilan;

d. Tugas Belajar
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar
diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan 50% (Lima Puluh
Persen) perbulan selama melaksanakan Tugas Belajar;

e. Prestasi Kerja adalah kegiatan yang merupakan kewajiban dan
tanggung jawab wajib dilaksanakan olech SKPD dan seluruh
PNSD/CPNSD sesuai dengan tugasnya, meliputi:

1. Menyusun dan membuat Rencana Strategis SKPD
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Apabila SKPD terlambat membuat RENSTRA maka pejabat
structural akan mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak
membuat RENSTRA tersebut sebasar 5% perbulan;

Menyusun dan membuat Kebijakan Umum SKPD
Keterlambatan membuat KUA maka pejabat Struktural SKPD
akan mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat
KUA tersebut sebesar 5% perbulan;

Menyusun dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan SKPD

Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Fisik
dan keuangan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan maka
Pengguna, Kuasa Pengguna, PPTK pada masing-masing SKPD
akan mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat
Laporan Realisasi Kegiatan tersebut sebesar 3% perbulan;
Menyusun dan membuat Laporan Realisasi SPJ SKPD
Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi SPJ
paling lambat tanggal 10 setiap bulan maka Pengguna, Kuasa
Pengguna, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada masing-masing SKPD akan mendapatkan
pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat Laporan
Realisasi SPJ tersebut sebesar 3% perbulan;

Menyusun dan membuat Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

Kerterlambatan menyampaikan LAKIP maka pejabat Struktural
pada masing-masing SKPD akan mendapat pengurangan atas
keterlambatan/tidak membuat LAKIP terscbut sebesar 3%
perbulan;

Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepala SKPD selaku penanggungjawab/pimpinan di SKPD dan
bersangkutan  yang  belum  menyelesatkan  temuan
LHP/BKP/BPKP/Inspektorat akan dikenakan pengurangan
sebesar 3% perbulan;

Membuat dan Melaporkan LHKPN

Keterlambatan membuat dan melaporkan LHKPN bagi pejabat
yang wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan keputusan
Kepala Daerah pada masing-masing SKPD akan mendapatkan
pengurangan  atas  keterlambatan/tidak  membuat  dan
melaporkan LHKPN tersebut sebesar 3% perbulan;

Membuat dan Menandatangi Pakta Integritas

Keterlambatan membuat dan menandatangani Pakta Integritas
maka pejabat Struktural pada masing-masing SKPD akan
mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat dan
menandatangi Pakta Integritas tersebut sebesar 3% perbulan;
Menyusun dan Membuat Laporan Keuangan
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Keterlambatan menyampikan Laporan Keuangan maka
Pengguna, Kuasa Pengguna, Pejabat Penatausahaan keuangan,
Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD akan
mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat
Laporan Keuangan Tersebut sebesar 3% perbulan;
10. Mencatat dan Membuat Laporan Kekayaan/Aset

Setiap SKPD Wajib mencatat dan melaporkan Inventarisasi
Kekayaan/Aset maka kelalaian, keterlambatan/tidak mencatat
dan melaporkan inventaris Kekayaan/ASet kepada Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada
masing-masing SKPD akan mendapat pengurangan atas
sebesar 3% perbulan jika tidak mencatat asset dan pengurangan
sebesar 5% jika tidak melaporkan asset.

Setiap PNSD/CPNSD hanya diberikan 1 (satu) jenis tunjangan
tambahan perbaikan penghasilan, dikecualikan bagi Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah), Kuasa Bendahara Umum
Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Pejabat Penerima dan Pemeriksa
Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik, Tim/Panitia Pelaksana
kegiatan Lintas SKPD, Operator, SIMDA Keuangan, dan Panitia/Tim Lelang.
Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung terhitung mulai bulan januan 2016.

Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD dikenakan
pajak penghasilan dengan kententuan sebagai berikut:

a. PNSD/CPNSD golongan Il/d ke bawah tidak dikenakan pajak, kecuali yang
mempunyai jabatan structural sesuai ketentuan yang berlaku;

b. PNSD/CPNSD golongan Ill/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan sebesar
5% (lima persen) dan Golongan IV/a ke atas dikenakan pajak penghasilan

15% (lima belas persen).
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3. Evaluasi Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan

Evaluasi mengenai suatu kebijakan atau program pemerintah berarti
antara tujuan, kriteria dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan
dengan realitas atau pencapaian yang telah ada. Evaluasi juga berarti
pembuatan informasi mengenai seberpa jauh suatu hasil kebijkan memberi
kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran. Oleh
karena i1tu dalam melakukan evaluasi pemberian kebijakan tambahan
perbaikan penghasilan, peneliti akan membahas mengenai efektivitas,
perataan dan responsivitas terhadap evaluasi kebijakan tambahan perbaikan
penghasilan.

Hasil penelitian dengan melaksanakan wawancara dengan para
informan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pemberian
tambahan perbaikan penghasilan yang berorientasi pada teort Dunn yang
meliputi efektivitas, perataan dan responsivitas dengan pedoman pelaksana
yang diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Efektivitas
Efektivitas merupakan tercapainya keberhasilan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara
hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Menurut pendapat Mahmudi (2005: 92) dalam bukunya “Manajemen
Kinerja Sektor Publik”, mendefinisikan efektivitas sebagai: “Efektivitas
merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

tujuan, maka semakin efektif.
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Berdasarkan hasil wawancara dari informan peneliti mencermati
bahwa efektivitas pemberian tambahan perbaikan penghasilan pegawai
belumlah efektif. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

“Kebijakan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan ini
merupakan salah upaya pemerintah yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan pegawai serta meningkatkan kinerja
pegawai. Namun pada kenyataannya, seluwruh pegawai telah

diberikan kesempatan mendapatkan TPP tapi masih banyak yang
malas-malasan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemnyataan Asisten
Administrasi, Pembangunan dan Umum berikut juga menunjukkan
bahwa ketentuan mengenai kriteria penerimaan Tambahan Perbaikan
Penghasilan belum berjalan dengan efektif:

“Masih banyak pegawai yang tetap mendapatkan TPP padahal
presentasi kehadiran masih belum sesuai kriteria, banyak
pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan sore, dan juga
kinerja yang kurang maksimal namun pegawai tersebut masih
mendapatkan TPP secara full, hal ini akan kami jadikan evaluasi
agar kedepan kriteria pemberian TPP semakin diperketat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemyataan Kepala Bagian
Hukum yang mendorong efektifitas implementasi kebijakan pemberian
Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagai berikut :

“Semuanya kembali kepada individunya itu sendin, mau sebaik
apapun kebijakan yang ada tetapi para pelaksananya tidak
berkeinginan untuk melaksanakannya tidak akan tercapai tujuan

yang telah ditetapkan. Jadi, semuanya kembali kepada sumber
dayanya itu sendiri.”
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemnyataan Kasubag
_ Perpusatakan " dan  Kepegawaian vyang mendorong  efektifitas
implementasi kebijakan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan
sebagai berikut :
“Sehubungan dengan efektifitas ini terkait dengan berbagai
faktor, seperti sumber daya manusia, sumber daya finasial dan
sarana prasarana pendukung.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemnyataan Staf Bagian
Ekonomi Pembangunan yang mendorong efektifitas implementasi
kebijakan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagai berikut :

“Biar efektif pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan
semuanya harus sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan
kebijakan ini”

Pemberian TPP PNS/CPNS sudah mencapai sasaran, hal ini sesuai
dengan hasil penelitian bahwa adanya TPP PNS/CPNS di Sekretariat
Daerah kesejahteraan meningkat dan kedisplinan belum maksimal,
karena pemngkatan belum maksimal masih terlihat dart rata-rata
pengurangan TPP.

b. Perataan
Berdasarkan hasil wawancara dan informan, ditemukan bahwa
implementasi kebijakan TPP sudah jelas indikator penilaiannya untuk
disiplin waktu kerja, sanksi pelanggaran disiplin sesuai PP Nomor 53
Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, cuti, tugas belajar dan

prestasi kerja. Tetapi yang menjadi kendala pada bagian ini adalah pada
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proses pemotongan TPP karena mengandalkan daftar hadir sementara
untuk prestasi kerja tidak diberlakukan sesuai dengan Peraturan Bupati
Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemberian TPP sudah dilakukan tepat waktu setiap
bulan dan mengenai jumlah yang diterima kami hanya
melaksanakan sesuai dengan kebijakan mengenai tata cara
pembayaran TPP pada Perturan Bupati Tana Tidung Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Perbaikan
Penghasilan Kepada Pejabat Daerah, Pegawai Negeni Sipil
Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Walaupun ada salah
indikator yang tidak terpenuhi yaitu indikator prestasi kerja

Hal serupa pula diungkap oleh Asisten Administrasi,
Pembangunan dan Umum berikut;

“TPP dapat cair on-time dikarena banyak sekali hal-hal yang
perlu dipertimbangkan dalam pencairan. Banyaknya pegawai
yang hanya mengandalkan dari TPP untuk dapat memenuhi
kebutuhan karena SK pegawai sudah di sckolahkan, schingga
gaji pokok tidak bisa mereka harapkan untuk memenuhi
kebutuhan. Belum lagi dengan beban kerja yang sama namun
jumlah TPP yang diterima berbeda contohnya pada 2 OPD yaitu
BPKAD dan Bappeda Litbang.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai
Sekretanat Daerah, sebagai benkut:

“Saya merasa sedikit kecewa dengan kebijakan pemberian TPP

yang terlalu banyak persyaratannya, jika tujuannya hanya ingin

memberikan reward seharusnya  persyaratan  tersebut

dipertimbangkan dengan matang, apa bedanya reward dengan
pemberian gaji biasa, jika perhitungan reward adalah
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perhitungan beban kerja atau tupoksi. Kadang tupoksinya sama,
namun TPP yang diterima berbeda.”

Implementasi pembayaran TPP sudah jelas indikator penilaiannya,
namun tingkat keadilan belum merata khususnya ada 2 (dua) yang
berbeda dengan OPD yang lain serta beban kerja dan tangungjawab

berbeda tetapi hasil yang diterima sama.

¢. Responsivitas
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Sekretaris
Daerah Kabupaten Tana Tidung ditemukan bahwa pelaksanaan
pemberian TPP belum menunjukkan tingkat responsivitas yang rendah:

“TPP setiap bulan yang dianggarkan setiap bulannya dianggap
cukup menyejahterakan bagi ASN. sudah seharusnya ASN
memberikan kontribusi seimbang dari penerimaan kisaran
Rp 5.000.000 hingga puluhan juta yang diperoleh setiap
bulannya, namun temyata hal tersebut tidak terjadi.”

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Asisten
Administrasi, Pembangunan dan Umum berikut juga menunjukkan
bahwa ketentuan mengenai kriteria penerimaan Tambahan Perbaikan
Penghasilan belum menunjukkan tingkat reponsivitas yang tinggi

“Dalam pelaksanaannya karena TPP ini bu kan hak pegawai,
namun hanya sebagai penghargaan yang diberikan kepada
pegawai berdasarkan kinerja, TPP tetap dibayarkan secara penuh
dan kadang tertunda. Kami telah berusaha untuk mengawasi
jalannya kebijakan pemberian TPP ini, walaupun pada
kenyataannya masih ada pegawai yang acuh dengan peraturan,
contohnya adanya keluhan dalam pelaksanaan yaitu aturan
kebijakan pemberian TPP tidak dilaksanakan sesuai aturan,
contohnya keterlambatan menyampaikan laporan lhkpn, dan
laporan lakip tidak ada sanksi di berlaku padalah sudah jelas ada
aturan”
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai
Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
“Setelah adanya kebijakan TPP, kami sangat bersyukur dan
senang karena jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain
TPP kami sangat tinggi scimbang dengan harga kebutuhan
pokok, tetapi ada beberapa pegawai tidak menyadari bahwa
adanya TPP secharusnya kinerja tercapai, namun kenyataan tidak
demikian banyaknya kinerja yang tidak sesuai target sehingga
perlu evaluasi kembali kebijakan TPP. Untuk menilai pemberian
TPP seharusnya adanya sistem yang mengatur tentang tunjangan
kinerja, agar tidaknya kesenjangan sosial antar pegawai.
Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan merupakan andalan
bagi pegawai untuk memenuhi kebutuhan karena kalau mengharapkan
gaji pokok tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi jika dikaitkan

dengan indikator penilaian tentu tidak memenuhi persyaratan sesuai

dengan Peraturan Bupati tersebut.

C. Pembahasan
Berikut akan dibahas mengenai evaluasi kebijakan pemberian TPP
terhadap pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung
khususnya pada Sekretariat Daerah untuk menjawab pertanyaan penelitian
pertama yaitu implementasi kebijakan TPP dan kedua evaluasi kebijakan TPP.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut Dunn ( 2000
:61) yang mengemukan tiga indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas,
perataan serta responsivitas yang dikaitkan pada evaluasi kebijakan pemberian

TPP, yakni sebagai berikut :
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1. Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah

kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam
konteks organisasi Sekretariat Daerah, kesuksesan organisasi itu akan
digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat
akan menijai kesuksesan organisasi Sekretariat Daerah melalui kemampuan
organisasi dalam memberikan kinerja yang relatif murah dan berkualitas.
kinerja tersebut menjadi bottom line dalam organisasi Sekretariat Daerah.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi
dan atasan dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Sistem kinerja Sekretariat Daerah adalah suatu sistem yang bertujuan
untuk membantu atasan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur
finansial dan non finansial. Sistem kinerja diperkuat dengan menetapkan
reward and punishment system. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:121) bahwa:“Pengukuran kinerja
Sekretariat Daerah dilakukan untuk memenubhi tiga maksud:

1) Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk membantu
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksusdkan
untuk dapat membantu pemerintah berfokus kepada tujuan dan sasaran
program unit kerja. Hal ini pada akhirmya dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah.

2) Ukuran kinerja Seckretariat Daerah digunakan untuk pengalokasian

sumber daya dan pembuatan keputusan.
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3) Ukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan
pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Balance Scorecerd (BSC), Balanced scorecard adalah suatu sistem
kinerja untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara
utuh, mengkomunikasikan visi, strategi dan sasaran kepada stakeholders.
pengukuran Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton
(1996). Balanced menunjukkan keseimbangan antara strategi dan kinerja
dari berbagai perspektif dan scorecard menggambarkan kebutuhan
pengukuran yang sederhana baik dari strategi maupun pengambilan
keputusan. Scorecard mengukur kinerja perusahaan pada empat perspektif
yang seimbang (balanced) yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal
dan proses pembelajaran serta pertumbuhan. Balanced scorecard merupakan
instrument pengukur kinerja yang menghubungkan visi, misi dan strategi.

Dalam mengukur kinerja finansial, maka diperlukan konsep efisiensi.
Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu
proses. Semakin hemat atau sedikit peﬁggunaan sumber daya, maka
prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan
perbaikan proses sechingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan kinerja untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dimana diperhitungkan rasio
antara keluaran atau hasil yang dicapai dengan masukan atau input yang
digunakan oleh Organisasi, sehingga seorang atasan dikatakan efisien, jika ia

menghasitkan  atau mencapai output yang lebih besar atau terjadi
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produktivitas kerja yang tinggi dibanding dengan masukan-masukan (input)
yaitu dalam wujud sumber-sumber daya yang digunakan (tenaga kerja,
bahan baku, uang, mesin dan waktu). Seperti yang disampaikan Sekretaris
Daerah Kabupaten Tana Tidung yaitu:
“ Pegawai di sekretariat daerah ini harus belajar efisien....efisien
dalam segala hal, batk efisien waktu, tenaga maupun pikiran...satu
lagi yang tidak kalah penting mengubah pola kerja bagi PNS”.
Lebih jauh juga disampaikan sub bagian kepegawaian Sekretariat
Daerah Kabupaten Tana Tidung :
“ Pegawai yang baik, adalah pegawai yang tahu disiplin dan
menghargat waktu....Jangan kayak begini, pegawai kok sering tidak
masuk kantor tanpa alasan jelas...alasannya masih di lvar KTT,
pekerjaan ini makin hari makin tambah banyak, kalo pegawai gak
pinter mengatur waktu, terbengkalailah semuanya itu”

Efisiensi berarti seorang pemimpin unit kerja yang dapat
meminimumkan biaya atau menghemat penggunaan sumber daya untuk
mencapai keluaran atau sasaran organisasi yang telah ditetapkan, dapat disebut
sebagai manajer yang efisien. Atau dengan kata lain seorang pemimpin unit
kerja yang dapat memaksimumkan keluaran dengan menggunakan sumber
daya atau input yang terbatas. Suatu kegiatan dapat disebut efisien, apabila
dengan suatu usaha tertentu memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya, baik
yang mengenai mutunya ataupun jumlah satuan hasil itu. Koﬁsepsi tentang
efisiensi sebagai perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya itu
dapat diterapkan dalam berbagai bidang, dari kehidupan pribadi yang bersifat

perorangan sampai lapangan pekerjaan yang luas. Apabila diterapkan dalam

bidang kerja apapun, maka terdapatlah efisiensi kerja.
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Keberhasilan pekerjaan pegawai di Sekretariat Daerah, dapat diukur dari
kinerja yang telah dicapai di kantor tersebut. Lebih jauh lagi, untuk mengetahui
bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi, banyak digunakan
berbagai tools. Salah satu yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan organisasi pemerintah dalam mewujudkan kinerjanya, adalah
konsep Balance Scorecard (BSc). Balance Scorecard berbeda dengan
instrument penilaian yang bersifat konvensional yang hanya mengukur kinerja
dari aspek keuangan saja. Melalui BSc, kinerja organisasi diukur melalui
empat perspektif, yaitu: financial, internal business process, customer, dan
learning and growth. Dengan pengukuran kinerja organisasi yang mencakup
empat perspektif tersebut, maka penilaian kinerja menjadi komprehensif,
karena meliputi aspek internal proses, SDM yang dimiliki, masyarakat yang
dilayani (pengguna layanan), dan keuangan. Dari hasil pengukuran akan dapat
diketahui baik buruknya kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.

Kaitannya dengan kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi,
terdapat faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kinerja. Kinerja
merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kinerja individual dan tim
secara berkelanjutan untuk mencapai tujuannya. Seiuruh aktivitas pengelolaan
sumber daya manusia di dalam organisasi seharusnya ditujukan kepada
perbaikan kinerja dengan cara mendapatkan dan mengembangkan kompetensi,
motivasi dan komitmen baik secara individu maupun kelompok kerja. Faktor-
faktor individu pada dasamya ada yang bersifat given, namun ada pula yang

dapat dibina dan dikembangkan secara optimal schingga berdampak pada
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peningkatan kapasitas diri dan perbaikan organisasi. Faktor skill, knowledge,
attitude merupakan beberapa contoh yang dapat diperbaiki baik melalui jalur
formal maupun informal. Pada intinya faktor-faktor tersebut bila dikelola
dengan baik akan berdampak pada kinerja individu itu sendir, organisasi
secara keseluruhan.

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan
apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Lebih lanjut
akan menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode
pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian
akhir kinerja. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran
kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal
tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara
jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis
dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan
berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran
capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang
digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan
adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan
kegiatannya.

Menurut salah satu pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tana
Tidung menyampaikan bahwa untuk menghadapi pegawai yang melakukan
pekerjaan tidak sesuai tupoksinya, sikap atasan yang biasa dilakukan di kantor

tersbut adalah sebagai berikut
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“setiap pegawai yang melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan
akan diberikan teguran dan pendekatan kepada yang bersangkutan,
Pendekatan secara khusus memang belum ada tetapi biasanya pendekatan
yang dilakukan adalah dengan melakukan sharing dengan bagian-bagian
yang belum bekerja selain itu pimpinan juga memiki cara tersendiri,
misalnya dengan memberikan motivasi kepada pegawai di kantor tersebut”

Kajian tentang kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
dengan peran yang diembannya memiliki nilai yang strategis, sehingga
informasi tentang kinerja organisasi ini menjadi penting untuk diketahui.
Untuk melakukan penilian terhadap kinerja suatu organisasi, maka
diperlukan indikator baik pada tataran ini indikator menggambarkan tingkat
pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks
perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai.

2. Implementasi Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan

Pemberian TPP yang di berikan kepada pegawai Sekretariat Daerah
yakni untuk meningkatkan Kinerja kerja Pegawai sesuai dengan Penilaian
kehadiran kinerja kerja serta penilaian kehadiran apel pagi dan sore, selain
itu juga untuk meningkatkan Motivasi kerja pegawai sebagaimana di
kemukakan Oleh Mangkunegara (2005: 61) menyatakan bahwa motivasi
terbentuk dan sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di
perusahaan (situation).

Motivasi merupakan kondisi atau energy yang menggerakan diri
pegawai yang terarah dan tertuju untuk mencapai tujuan organisasi

perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi

kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja
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maksimal. Berdasarkan pengertian di atas bahwa TPP yang diberikan kepada
pegawal tersebut di maksudkan untuk memotivasi atau merespons kinerja
kerja pegawai terhadap usaha yang timbul dari dalam diri pegawai agar
tumbuh dorongan untuk bekerja dan mencapai tujuan yang di kehendaki.
Sehingga TPP juga bertuyjuan untuk meningkatkan kinerja pegawali,
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan
kesejahteraan pegawai.

Sasaran kebijakan TPP menurut petunjuk teknis yaitu pegawai
pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung, yaitu pegawai yang bekerja di
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yang disebut PNS,
Pemerintah daan membuat kebijakan tentu ingin memberikan manfaat
kepada kebijakan tesebut. Seperti yang terlansir dalam teori Merilee S.
Grindle salah satu unsur keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan
oleh manfaat yang dihasilkan.

Manfaat yang seharusnya didapat dengan adanya kebijakan TPP
mungkin sudah tertuang jelas didalam peraturan yakni peningkatan kinenja,
disiplin waktu kerja dan prestasi kerja. Namun pada implementasinya, masih
banyak pegawai yang tidak disiplin waktu kerja dan prestasi kerja tidak
tercapai, sehingga manfaat kebijakan TPP ini hanya untuk kesejahteraan
pegawai tetapi tidak ditunjang dengan peningkatan kinerja, disiplin dan
prestasi kerja.

Implementasi kebijakan TPP di pemerintah daerah Kabupaten Tana

Tidung memiliki kaitan erat dengan disiplin waktu kerja. Didalam kebijakan
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TPP peneliti melihat bahwa masalah utama yang ada didalam implementasi
kerbijakan ini terdapat_l didalam disiplin waktu kerja dan prestasi kerja.
Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian disiplin waktu dan
prestasi kerja PNS cenderung terjebak proses formalitas.

Penilaian kinerja PNS telah kehilangan arti dan makna substantif,
yang artinya tidak terkait langsung dengan apa telah dikerjakan PNS.
Penilaian prestasi kerja secara substantif tidak dapat digunakan sebagai
penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS
terhadap pemerintah serta seberapa besar keberhasilan atau kegagalan PNS
dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target
goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung bersifat
subyektif, yang bisa dikatakan terlalu pelit/murah, nilai jalan tengah dengan
rata-rata batk untuk menghindari nilai amat baik atau kurang, apabila
diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung
mencari alasan untuk menilai sedang atau kurang. Kepala Bagian sebagai
pejabat penilai, seharusnya menilai dengan sesungguhnya bukan hanya
sekedar menilai dan tidak membenkan klarifikasi hasil penilaian.

Atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas hasil penilaian yang
belum berfungsi sebagai motivator dan ‘evaluator untuk mengevaluasi
seberapa efektif dan konsistensi pejabat penilai dalam melaksanakan proses
penilaian kinerja/prestasi kerja. Pemberian TPP di kantor Sekretariat Daerah

belum sepenuhnya sesuai dengan efektivitas yang ada, di karenakan
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penilaian kehadiran kinerja yang berdampak pada Disiplin pegawai yang
masih kurang dalam tugas dan tanggung jawab mereka, selain itu
berdasarkan hasil observasi yang dilakukan meneliti masih kurangnya
penilaian kehadiran pegawai pada Apel di Sore hari yang kadang tidak di
laksanakan oleh sebagian pegawai yang bertugas pada hart tersebut.

Melihat hal diatas, tentu derajaf perubahan yang diinginkan dari
proses penilaian kinerja PNS sangatlah tinggi. Perubahan dalam proses
penilaian kinerja sangat dicita-citakan oleh sebagaian besar pegawai
pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini kaitannya dengan
pemberian TPP. Schingga disiplin waktu kerja, kinerja dan atau prestasi
kerja dapat dilihat dari apa yang telah mereka kerjakan, yang nantinya
mereka mendapat imbalan yang sesuai.

Pemberian TPP di kantor Sekretariat Daerah belum sepenuhnya
sesuai dengan efektivitas yang ada, di karenakan penilaian kehadiran kinerja
yang berdampak pada Disiplin pegawai yang masih kurang dalam tugas dan
tanggung jawab mercka, selain itu berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan meneliti masih kurangnya penilaian kehadiran pegawai pada Apel
di Sore hari yang kadang tidak di laksanakan oleh sebagian pegawai yang
bertugas pada hari tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh varable
atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu
sama lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, antara

lain : Komunikasi yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam
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praktik dan teori analisis kebijakan. Metodologi analisis kebijakan adalah
sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis
menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa vang harus dilakukan. Apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
sehingga akan mengurangi distorsi implementast. Apabila tujuan dan sasaran
suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.

Adanya komunikasi akan mengurangi resiko kegagalan karena apa
yang akan terjadi dapat didiskusikan dengan baik, sehingga kemungkinan
terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan
yang tepat sehingga akan megurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan,
karena keputusan yang diambil lebih terarah dan akhimya akan memberikan
standar, aturan, ukuran, dan keputusan yang lebih terarah untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasarkan
informasi yang diperoleh.

3. Evalunasi Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan

Evaluasi kebijakan dilihat dari segi implementasi kebijakan TPP di

lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan

penilaian menentukkan tingkat kepatuhan implementor atau pelaksana
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terhadap standard dan prosedur yang telah ditetapkan pada kebijakan,
sehingga bias melihat sejauhmana sumber daya sampai kelompok sasaran.
Implementasi TPP pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tana
Tidung dilihat dari indikator dari evaluasi kebijakan adalah apabila terdapat
efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan
dalam implementasi kebijakan TPP yang dilihat dari kriteria kedisiplinan
waktu kerja dan prestasi kerja. Dalam hal ini peneliti menggunakan indikator
yang diolah dari indikator evaluasi Dunn sebagai berikut :
a. [Efektifitas

Efektivitas adalah sasaran dari suatu kebijakan, namum dalam
mencapai kebijakan perlu diikuti dengan efisiensi. Sasaran kebijakan ini
adalah peningkatan kedisiplinan pegawai, prestasi kerja dan
kesejahteraan pegawai. Karena bias saja tujuan atau sasaran kebijakan
tercapai tetapi kalau dalam proses implementasi tidak terdapat efisiensi
berarti terjadi pemborosan sumber daya yang dilakukan oleh pelaksana
kebijakan.

Kebijakan TPP di Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
belum terlaksana sesuai dengan apa diharapkan/belum sesuai dengan
kriteria penilaian pembayaran. Belum sesuainya efektivitas pembayaran
TPP ini ada kaitan dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya
karena dalam proses pembayaran kriteria penilaian yang digunakan

adalah kriteria disiplin pegawai yaitu dengan melihat daftar hadir
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pegawai yang megikuti apel pagi dan sore, padahal dalam kriteria
penilaian juga harus memenuhi prestasi kerja pegawai.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan, dapat dilakukan
melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk
menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan
terhadap bentuk kebijakan atau tidak. Mengukur efektivitas evaluasi
kebijakan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas
dapat dikaji dan berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang
menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat
diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan
dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil darn
kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan tidak tepat akan
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran yang
diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Perspektif efektivitas sistem ini mencakup tiga komponen dasar
yaitu masukan input, process, output. untuk menjelas alur kerja ketiga
komponen dari perspektif sistem tersebut, unsur-unsur meliputi
{sutanto, 2000 : 335) antara lain
a. Input : faktor masukan dar efektivitas pemberian TPP bagi kinerja

PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
b. Proses yang akan difokuskan pada efektivitas pemberian TPP bagi
kinerja PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang

terdini dari indikator akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh.
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¢. Output yang difokuskan pada tingkat ketercapaian pemberian TPP
bagi kinerja PNS PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
b. Perataan

Perataan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dalam
mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya
dimiliki. Ukuran perataan dilihat dari bagaimana memberikan reward
secara adil bagi seluruh pegawai terlebih khusus tehadap para pegawai
Sekretariat Daerah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus
konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaanya dan mengalami
perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah
ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan
kebijakan berupa komunikasi lebih jika sering berubah-ubah dapat
menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam
melaksanakan kebijakan. Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan
hukum dalam kebijakan pemberian TPP menjadi tolok ukur dalam
meningkatkan pelaksanaan kebijakan kepada pegawai.

Selain itu tingkat perataan pelaksana kebijakan terutama para
atasan langsung tidak melakmukan penilaian dan rekomendasi setiap
bulannya, sehingga Kasubag Kepegawaian melakukan rekapitulasi
pembayaran hanya melihat kehadiran pegawai dan tidak mengukur

pegawai yang prestasi baik. Antara jumlah TPP yang diterima pegawai
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berprestasi baik dengan yang tidak disiplin waktu sama tanpa mengukur
prestasi kerja pegawai.

Padahal tujuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati
Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 adalah meningkatkan disiplin waktu
kerja dan prestasi kerja. Namun dalam implementasi kebijakan ternyata
pelaksanaan disiplin kerja pegawai dan prestasi kerja belum meningkat
secara maksimal. Hal ini disebabkan karena penilaian disiplin pegawai
hanya berdasarkan jumlah kehadiran kerja, tetapi tidak dihubungkan
dengan prestasi kerja pegawai.

Setiap pelaksana kebijakan harus mengikuti prosedur yang ada
dalam kebijakan TPP yaitu harus memenuhi kriteria disiplin dengan
indikator masuk dan ketaatan terhadap jam kerja, menyelesaikan tugas
sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kriteria prestasi kerja dilihat dari
indikator kewajiban dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan OPD
dan seluruh PNS/CPNS sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor 4 Tahun 2017 yang memuat indikator prestasi kerja.

Sehingga akhimya tidak ada kesenjangan sosial antara pegawai
vang disiplin dan berprestasi kerja dengan pegawai yang tidak disiplin
dan tidak berprestasi. Jadi perlunya cvaluasi kebijakan TPP dalam
perataan pemberian TPP.

Perataan merupakan persepsi dari pegawal yang merasakan
tentang perlakuan adil dari organisasi kepada pegawainya. Pegawai

menganggap adil organisasi mereka jika mereka merasa yakin ketika
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hasil yang di terima dan cara di terimanya adalah adil. Perataan

dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari berbagai indikator, yaitu

keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan

interaksional (Usmani dan Jamal, 2013 dalam Anggraeni Tri Rejeki,

201):

1. Keadilan distributif
Menurut Ivancevich dkk (2009: 161), keadilan distnbutif
didefinisikan sebagai keadilan yang dipersiapkan mengenai
bagaimana sumber daya danpengharapan didistribusikan diseluruh
organisasi. Keadilan distnbutif merupakan persepsi pegawai tentang
keadilan yang didapatkan dan organisasi yang sesuai dengan pegawai
lakukan pada organisasi, yaitu tunjangan kinerja yang diterima sudah
sewajarnya dengan tugas pegawai.

2. Keadilan Prosedural
Robbins dan Judge (2008: 250), keadilan prosedural didefimisikan
sebagai keadilan yang dirasakan oleh karyawan mengenai proses
yang diggnakan untuk menentukan distnbusi  penghargaan-
penghargaan. Penghargaan yané dimaksud adalah tunjagan kinerja
yang didapat oleh para esselon sebagai atasan dalam hirarki
pemerintahan dan para staff atas disiplin dan kinerja, apakah jenjang
atau selisih tunjangan kinerja telah sesuai dengan esselon atau

golongan pegawai.
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3. Keadilan Interaksional
Menurut Wiyono (2009: 141), keadilan interaksional didefinisikan
sebagai bagaimana karyawan diperlakukan dalam organisasi oleh
atasan mereka. Contoh dari keadilan interaksional adalah
memperlakukan pegawai dengan bermartabat, ketika membuat
keputusan  atas  peduli  dengan  hak  pegawai, dan
ketika membuat keputusan atasan menyampaikan dengan jelas dan
logis.
¢. Responsivitas
Responsivitas merupakan tanggapan berupa tanggung jawab
yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini adalah
pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Seberapa jauh
melihat kebijakan pemberian TPP ini berjalan dan di terapkan di
Kabupaten Tana Tidung. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh
pegawai. Responsivitas diharapkan dapat menjadi cara yang efisien
dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan pemberian TPP.
Soedarmo (2011: 125) memben arti responsivitas sebagai
diperhatikannya dan dipenuhinya tuntutan dan permintaan warga negara

oleh para administrator atau pejabat pemerintah.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang tetah dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pemberian tambahan perbaikan
penghasilan (studi sekretariat daerah Kabupaten Tana Tidung) belum
meningkatkan kinerja, disiplin dan prestasi kerja. Dilihat dari aspek sebagai
berikut :

1. Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana
Tidung diukur melalui Balance Scorecard yang mempunyai 4 presfektif yaitu
presfektif keuangan, presfektif pelanggan, presfektif proses bisnis internal,
presfektif pembelajaran dan pertumbuhan.

2. Implementasi kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) berupa
pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Sekretariat Daerah Kabupaten
Tana Tidung pada umumnya belum dilakukan dehgan baik sesuai dengan
rencana atau keputusan kebijakan yang ditetapkan, terutama mengenai kritena
disiplin waktu kerja dan prestasi kerja. Sehingga masih banyak terdapat
kelemahan dalam implementasi kebijakan TPP ini yaitu tolok ukur
perhitungan disiplin waktu kerja dan tidak adanya penilaian prestasi kerja oleh
atasan langsung.

3. Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP} berupa pemberian TPP

kepada PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung belum memberikan
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hasil dan dampak yané diharapkan terutama untuk meningkatkan disiplin dan
kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Hal ini
ditunjukkan oleh adanya tingkat disiplin kehadiran pegawai di kantor kurang
meningkat dan tidak adanya prestasi kerja. Evaluasi kebijakan jika dilihat dari
aspek sebagai berikut :
a. Efcktivitas
Menurut seluruh responden menyetujui bahwa absensi apel dan
absensi kehadiran belum cukup menampilkan waktu kehadiran kerja,
karena absensi adalah bukan salah satu bukti real kehadiran pegawai selain
apel, bila pegawai tidak apel maka masih bisa di manipulasi absensinya,
seharusnya pegawai lebih kreatif dan inovasi, pegawai selalu hadir tepat
waktu dan pulang tepat waktu serta prestasi kerja meningkat dengan
adanya kebijakan pemberian TPP.
b. Perataan
Sebagian besar responden menyatakan bahwa TPP yang diterima
selama ini belum adil dengan kinerja pegawai, walaupun pemberian TPP
ini telah sesuai menurut eselon atau pangkat pegawai. Namum beban kerja
selama ini pegawai terima belum adil dikarenakan pegawai yang beban
kerjanya besar sama dengan pegawai yang beban kejarnya kecil TPP yang
diterima sama.
c. Responsivitas
Seluruh responden berterima kasih atas tepat waktunya pembayaran

TPP yang dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namum
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sebagian responden menginginkan diperlunyakannya cara lain untuk
perhitungan TPP. Cara lainnya i1alah menghitung beban kerja dan tanggung
Jawab pegawai.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasi beberapa saran
kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemberian TPP Sekretariat Daerah belum optimal
karena kriteria disiplin waktu kerja dan prestasi kerja yang dipakai sebagai
tolok ukur perhitungan pemberian TPP, perlu ditambahkan sistem tunjangan
kinerja dan target kinerja.

2. Perlunya evaluasi kebijakan pembenan TPP, dikarenakan kurangnya
komitmen dari pembuat dan pelaksana kebijakan TPP.

a. Agar pemberian TPP dilaksanakan secara efektif sebaiknya dilakukan
pemberian motivasi oleh pimpinan sebagai bentuk perhatian sekaligus
pengawasan langsung oleh atasan serta penerapan sanksi bagi pegawai
yang melanggar ketentuan kehadiran kerja maupun tugas pokok dan fungsi.

b. Agar TPP dilaksanakan secara merata, sebaiknya dilaksanaan pencatatan
hasil kerja pegawai berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Tana Tidung
agar jelas kinerja pegawai yang dilakukan setiap hari kerjanya, yaitu
Lembar Harian Kerja Pegawai.

c. Agar pemberian TPP dilaksanakan sesuai dengan respon pegawai,

- sebaiknya TPP disesuaikan kembali dengan beban kerja dan tugas pokok
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dan fungsi pegawai di Sckretariat Daerah dan tanpa adanya perbedaan

dengan 2 OPD sepertit BPKAD dan Bappeda Litbang.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Jadwal Wawancara

1.
2.

Hari/Tanggal
Waktu

B. Identitas Informan

1.
2.
3.
4.
3.

Nama

Jenis Kelamin
Usia

Jabatan

Unit Kerja

C. Pertanyaan Penelitian

s Impelementasi Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan

1. Apakah pemberian TPP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017?

2. Apa sajakah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemberian TPP di
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung?

3. Bagaimana perhitungan pembayaran TPP di kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Tana Tidung?

Evaluasi Kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan

1. Bagaimana efektivitas pemberian TPP di Sekretariat Daerah?
2. Apakah pemberian TPP sudah adil sesuai dengan indikator Peraturan
Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017?

3. Apa responsivitas dari kebijakan pemberian TPP?
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BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka periu
memberikan tambahan tambahan penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja;

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya serta
untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja
kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka perlu diberikan
tunjangan lain berdasarkan dengan kemampuan

keuangan daerah; .

¢. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan tersebut
diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Tana Tidung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

~ Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomorl00, Tambahan

G Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundangan-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362});
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11.

12.

13.

14.
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Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas
Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta
Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1993 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 121];

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2
Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi
‘kewenangan pemerintah kabupaten tana tidung {
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2008

Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
Anggaran 2016 { Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TIDUNG :

Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung |

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati , dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah

. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung

5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Buapti dan Sekretaris
Daerah Kabupaten Tana Tidung

6. Tambahan perbaikan penghasilan adalah pemberian tunjangan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah / Calon Pegawai Negeni
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Sipil Daerah yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja , atau
prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya yang dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan pegawai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
selanjutnya disingkat PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian
sebagaiman diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang —~ Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok - pokok Kepegawaian .

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Pemberian tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan kinerja
diberikan kepada PNSD/CPNSD sesuai dengan beban kerja, tempat
bertugas, resiko kerja, kelangkaan profesi, kondisi kerja, atau prestasi
kerja dan pertimbangan objektif lainnya dilingkungan pemerintah
Kabupaten Tana Tidung.
Tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan daerah diberikan
dalam rangka meningkatkan kinerja dan peningkatan kesejahteraan
aparatur daerah sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan
Pasal 3

Tambahan perbaikan penghasilan diberikan kepada PNSD/CPNSD dengan
didasarkan pada :

a.

o oo g

Bobot beban kerja

Hari dan jam kerja

Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi Geografis Daerah ; dan
Pertimbangan objektif lainnya.
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Pasal 4

(1) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a merupakan
kedudukan jabatan PNSD/CPNSD dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung ;

{2} Bobot beban kerja mencerminkan bobot dan beban kerja terhadap
pendanaan , kondisi lingkungan kerja, tuntutan fisik pekerjaan , jam kerja
SKPD , tingkat koordinasi/interaksi , wilayah kerja pelayanan
tanggungjawab supervisi {pengawasan }, Kompleksitas tugas wilayah kerja
dan rentang kendali yang terdapat pada SKPD;

(3) Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya diberikan kepada PNSD/CPNSD dalam rangka peningkatan
kesejahteraan kehidupan aparatur dilingkungan Kabupaten Tana Tidung.

bl

Pasal 5
Jenis Tambahan Perbaikan Penghasilan

(1) Tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD  berdasarkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada
PNSD/CPNSD yang berada dilingkungan Kabupaten Tana Tidung sebagai
berikut ;

a. PNSD yang menduduki jabatan Struktural;
b. PNSD yang menduduki jabatan Fungsional;

c. PNSD/CPNSD pelaksanaan pada seluruh SKPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

d. PNSD/CPNSD pelaksanaan pada UPT/UPTD Pemerintah Kabupaten
Tana Tidung;

(2) Tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD berdasarkan
kelangkaan profesi sebagaiaman dimaksud dalam pasal 2 ayat (1} ,
diberikan kepada PNSD/CPNSD yang dalam mengemban tugas memiliki

keterampilan khusus dan langka;
Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

(1) Hari kerja PNSD/CPNSD pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tana Tidung adalah hari senin sampai dengan hari Jum’at kecuali Guru
Sekolah dan Dokter/Paramedis Puskesmas/ Rumah Sakit yaitu Hari Kerja
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Guru Sekolah dan Dokter/Pafamedis Puskesmas/Rumah Sakit adalah
hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

{2) Jam kerja PNSD/CPNSD pada hari sebagaimana Pasal 6 ayat (1) sebanyak
40 jam kerja/minggu dengan rincian;

a. Hari Senin sampai dengan Kamis, masuk kerja jam 07.30 WITE
pulang kerja 16.30 WITE;

b. Hari Jum’at masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 11.30
WITE;

¢. Pada hari dan jam tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
kegiatan tertentu (koordinasi, konsultasi, rapat dan sebagainya) diluar
hari dan jam kerja.

(3} Jam kerja guru adalah :

a. Senin sampai dengan Kamis, masuk kerja jam 07.15 WITE pulang
kerja jam 14,00 WITE;

b. Hari Jum’at masuk kerja jam 07.15 WITE pulang kerja jam 11.00
WITE;

¢. Hari Sabtu masuk kerja jam 07.15 WITE pulang kerja jam 13.30 WITE;

d. Untuk guru yang bekerja sore, jumlah jam kerja menyesuaikan
dengan jam kerja pagi ;

(4) Jam Kerja Dokter /Paramedis Puskesmas/Rumah Sakit adalah;

a. Senin sampai dengan Kamis, masuk kerja jam 07.30 WITE pulang
kerja jam 14.30 WITE;

b. Hari Jum’at masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 11.30
WITE;

¢. Hari Sabtu masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 13.30 WITE;

d. Untuk Dokter /Paramedis Puskesmas/Rumah Sakit yang bekerja
dengan Shift/Pergantian, jumlah jam kerja menyesuaikan dengan jam
kerja pagi;

Pasal 7
Mekanisme

(1) Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan kinerja
diberikan berdasarkan penetapan bobot masing — masing PNSD/CPNSD;

(2) Besaran dan rentang bobot ditetapkan berdasarkan jabatan , beban dan
tanggungjawab dalam ruang lingkup pekerjaannya;

(3) Jumiah besaran dan bobot tambahan perbaikan penghasilan
PNSD/CPNSD dan SXPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
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Pasal 8
Pengaturan

(1) Pemberian tambahan perbaikan penghasilan diberikan kepada
PNSD/CPNSD pada setiap bulan adalah tambahan penghasilan bersih
setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan total indikator
pengurangan;

(2) Indikator pengurangan merupakan indikator kewajiban yang ditetapkan
sebagai syarat yang harus dilakasanakan dan ditaati oleh setiap
PNSD/CPNSD;

(3] Indikator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memuat syarat-
syarat :

a. Disiplin Waktu Kerja

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan
terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 4% per hari
kerja;

2. Tidak mengikuti apel masuk kerja (pagi) dan apel pulang kerja
{siang/sore) dikenakan akumulasi pengurangan 2 % (1%apel pagi
dan 1% apel siang/sore ) per hari kerja;

3. Tidak masuk kerja dengan surat ijin dan /atau tidak masuk kerja
karena sakit tanpa keterangan dokter /medis akan dikenakan
pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar
2% per hari kerja ;

4. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jamn dan pulang lebih
awal dari jadwal yang ditentukan , akan dikenakan penguranga.n
terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2 % per hari
kerja.

b. Sanksi Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah:
1. Hukuman Disiplin Ringan akan dikenakan pengurangan sebesar
5 % dari total penerimaan per bulan selama 3 (tiga) bulan;

2. Hukuman Disiplin Sedang akan dikenakan pengurangan 10%

dari total penerimaan per bulan selama 6 (enam) bulan;

3. Hukuman Disiplin Berat akan dikenakan pengurangan 25 % dari

total penerimaan per bulan selama 1 (satu) tabun.
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c. Cut
1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diberikan

tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

selama menjalankan cutinya;

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diluar
tanggungan negara tidak diberikan tambahan perbaikan
penghasilan;

d. Tugas Belajar
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan
Tambahan Perbaikan Penghasilan 50% (Lima Puluh Persen )
perbuian selama melaksanakan Tugas Belajar;

e. Prestasi Kerja adalah kegiatan yang merupakan kewajiban dan
tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh SKPD dan seluruh
PNSD/CPNSD sesuai dengan tugasnya, meliputi:

1. Menyusun dan membuat Rencana Strategis SKPD

Apabila SKPD terlambat membuat RENSTRA maka pejabat

Struktural akan mendapat pengurangan atas
keterlambatan/tidak membuat RENSTRA tersebut sebesar 5%
perbulan;

2. Menyusun dan membuat Kebijakan Umum SKFPFD

Keterlambatan membuat KUA makan pejabat Struktural SKPD
akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat

KUA tersebut sebessar 5% pér.bulan;

3. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan SKPD
Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan paling lambat tanggal 5 (lima) setdap bulan maka
Pengguna , Kuasa Pengguna , PPTK pada masing - masing SKPD
akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat
Laporan Realisasi Kegiatan tersebut sebesar 3% perbulan;

4. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi SPJ SKPD

Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi SPJ
paling lambat tanggal 10 setiap bulan maka Pengguna, Kuasa
Pengguna, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada masing - masing SKPD akan mendapat
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pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat Laporan
Realisasi SPJ tersebut sebesar 3% perbulan;

5. Menyusun dan Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

Keterlambatan menyampaikan LAKIP maka pejabat Struktural
pada masing - masing SKPD akan mendapat pengurangan atas
keterlambatan /tidak membuat LAKIP tersebut sebesar 3%
perbulan;

6. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepala SKPD selaku penanggungjawab/pimpinan di SKPD dan
bersangkutan yang belum menyelesaikan temuan LHP
BPK/BPKP/Inspektorat akan dikenakan pengurangan sebesar
3%;

7. Membuat dan Melaporkan LHKPN

Keterlambatan membuat dan melaporkan LHKPN bagi pejabat
yang wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan keputusan Kepala
Daerah pada masing - masing SKPD akan mendapatkan
pengurangan atas keterlambatan /tidak wmembuat dan
melaporkan LHKPN tersebut sebesar 3% perbulan;

8. Membuat dan Menandatangai Pakta Integritas

Keterlambatan membuat dan menandatangani Pakta Integritas
maka pejabat Struktural pada masing — masing SKPD akan
mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan
menandatangani Pakta Integritas tersebut sebesar 3% perbulan;

9. Menyusun dan Membuat Laporan Keuangan

Keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan maka
Pengguna, Kuasa Pengguna , Pejabat Penatausahaan keuangan
dan Bendahara Pengeluaran pada masing- masing SKPD akan
mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat
Laporan Keuangan tersebut sebesar 3% perbulan;

10. Mencatat dan Membuat Laporan Kekayaan /Aset

Setiap SKPD Wajib mencatat dan melaporkan Investarisasi
Kekayaan /Aset maka kelalaian , keterlambatan /tidak mencatat
dan melaporkan Inventaris kekayaan/Aset kepada Pengguna
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Barang , Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada
masing ~ masing SKPD akan mendapat pengurangan atas sebesar
3% per bulan jika tidak mencatat aset dan pengurangan sebesar
5% jika tidak melaporkan aset;

Pasal 9

(1) Setiap PNSD/CPNSD hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis tunjangan
tambahan perbaikan penghasilan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pasal 9 ayat 1 (satu) adalah bagi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah) , Kuasa
Bendahara Umum Daerah , Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD,
Bendahara Penerimaan , Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara,
Pejabat Penerima dan pemeriksa barang, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Fisik, Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD, Operator
SIMDA Keuangan , dan Panitia /Tim Lelang;

(3) Pengaturan tentang syarat - syarat pemberian tambahan perbaikan
penghasilan sebagai indikator pengurangan ini dilaksanakan oleh masing
~ masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung;

Pasal 10

(1) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi PNSD/CPNSD
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS};

(2} Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi PNSD/CPNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan
Januari Tahun Anggaran 2016,

Pasal 11

Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 21 berdasarkan besarmnya tambahan perbaikan penghasilan

dengan ketentuan sebagi berikut:

a. PNSD/CPNSD golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak , kecuali yang
mempunyai jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku;

b. PNSD/CPNSD golongan Ill/a ke atas dinakan Pgjak Penghasilan Pasal 21
sebesar 5% (Lima Persen) dan Golongan IV/a ke atas dikenakan Pajak

Penghasilan 15% (Lima Belas Persen};
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Bagian Keempat
Ketentuan Peralihan
Pasal 12
Sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan dan ditetapkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Tidung, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat Dacrah, Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana
Tidung dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;

Ketentuan Penutup
Pasal 13

Penjabaran lebih lanjut, mengenai jumlah besaran dan bobot tambahan
perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD Sipil pada masing - masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKFPD) diatur dan ditetapkan dalam Keputusan
Bupati;
Pasal 14

Peratitran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kqﬂhpatcn Tana
Tidung;

Ditetapkan di 4 Tideng Pale

Pada tanggal . : 22 Februari 2016
BUPAAVFANA TIDUNG.
ttd

H.UNDUNSYAH

Diundangkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 22 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd

H.M. YUSUF BADRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMORO5
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BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat ;1.
2.
3.
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BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan
Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung ;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomorl00, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundangan-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan  Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas
Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta
Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1993 {lembaran Negara republik Indonesia
tahun 2000 nomor 121},

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
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({ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal [

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8
Pengaturan

{1) Pemberian tambahan perbaikan penghasilan diberikan kepada
PNSD/CPNSD pada setiap bulan adalah tambahan penghasilan bersih
setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan total indikator
pengurangan;

(2) Indikator pengurangan merupakan indikator kewajiban yang ditetapkan -
sebagai syarat yang harus dilakasanakan dan ditaati oleh setiap
PNSD/CPNSD;

(3) Indikator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memuat syarat-
syarat :
a. Disiplin Waktu Kerja
1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan
lt{erlnladap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 4% per hari
ena;
2. Tif:iak mengikuti apel masuk kerja (pagi) dan apel pulang kerja
(siang/sore) dikenakan akumulasi pengurangan 2 % (1%apel pagi
dan 1% apel siang/sore ) per hari kerja;
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3. Tidak masuk kerja dengan surat ijin dan /atau tidak masuk kerja
karena sakit tanpa keterangan dokter /medis, akan dikenakan
pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar
2% per hari kerja ;

4. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam dan pulang lebih
awal dari jadwal yang ditentukan, akan dikenakan pengurangan
terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2 % per hari
kerja;

5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 8 (delapan} hari
dalam 1 (satu) bulan, akan dikenakan pembatalan pembayaran
tambahan perbaikan penghasilan.

6. Tidak hadir pada acara kegiatan pemerintah yang sifatnya wajib,
maka akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran perbaikan
penghasilan selama 1 (Satu) bulan terhitung dibulan pada
kegiatan tersebut.

b. Sanksi Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah:
1. Hukuman Disiplin Ringan akan dikenakan pengurangan sebesar
S % dari total penerimaan per bulan selama 3 (tiga) bulan;

2. Hukuman Disiplin Sedang akan dikenakan pengurangan 10%
dari total penerimaan per bulan selama 6 (enam) bulan;

3. Hukuman Disiplin Berat akan dikenakan pengurangan 25 % dari
total penerimaan per bulan selama 1 (satu) tahun.

c. Cuti
1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diberikan
tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
selama menjalankan cutinya;

2. Pegawai Negenn Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diluar
tanggungan negara tidak diberikan tambahan perbaikan
penghasilan;

d. Tugas Belajar
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan
Tambahan Perbaikan Penghasilan 50% (Lima Puluh Persen )
perbulan selama melaksanakan Tugas Belajar;

e. Prestasi Kerja adalah kegiatan yang merupakan kewajiban dan
tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh SKPD dan seluruh
PNSD/CPNSD sesuai dengan tugasnya, meliputi:

1. Menyusun dan membuat Rencana Strategis SKPD

Apabila SKPD terlambat membuat RENSTRA maka pejabat

~ Struktural akan mendapat pengurangan atas
keterlambatan/tidak membuat RENSTRA tersebut sebesar 5%
perbulan;

2. Menyusun dan membuat Kebijakan Umum SKPD

Keterlambatan membuat KUA makan pejabat Struktural SKPD
akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat
KUA tersebut sebessar 5% perbulan;

3. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan SKPD
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Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan paling lambat tanggal 5 (limaj setiap bulan maka
Pengguna , Kuasa Pengguna , PPTK pada masing — masing SKPD
akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat
Laporan Realisasi Kegiatan tersebut sebesar 3% perbulan;

4. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi SPJ SKPD

Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi SPJ
paling lambat tanggal 10 setiap bulan maka Pengguna, Kuasa
Pengguna, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada masing - masing SKPD akan mendapat
pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat Laporan
Realisasi SPJ terscbut sebesar 3% perbulan;

5. Menyusun dan Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

Keterlambatan menyampaikan LAKIP maka pejabat Struktural
pada masing - masing SKPD akan mendapat pengurangan atas
keterlambatan /tidak membuat LAKIP tersebut sebesar 3%
perbulan;

6. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepala SKPD selaku penanggungjawab/pimpinan di SKPD dan
bersangkutan yang belum menyelesaikan temuan LHP
BPK/BPKP/Inspektorat akan dikenakan pengurangan sebesar
3%;

7. Membuat dan Melaporkan LHKPN

Keterlambatan membuat dan melaporkan LHKPN bagi pejabat
yang wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan keputusan Kepala
Daerah pada masing - masing SKPD akan mendapatkan
pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan
melaporkan LHKPN tersebut sebesar 3% perbulan;

8. Membuat dan Menandatangai Pakta Integritas

Keterlambatan membuat dan menandatangani Pakta Integritas
maka pejabat Struktural pada masing - masing SKPD akan
mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan
menandatangani Pakta Integritas tersebut sebesar 3% perbulan;

9. Menyusun dan Membuat Laporan Keuangan

Keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan maka
Pengguna, Kuasa Pengguna , Pejabat Penatausahaan keuangan
dan Bendahara Pengeluaran pada masing- masing SKPD akan
mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat
Laporan Keuangan tersebut sebesar 3% perbulan;

10. Mencatat dan Membuat Laporan Kekayaan /Aset

Setiap SKPD Wajib mencatat dan melaporkan Investarisasi
Kekayaan /Aset maka kelalaian, keterlambatan /tidak mencatat
dan melaporkan Inventaris kekayaan/Aset kepada Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada
masing — masing SKPD akan mendapat pengurangan atas sebesar
3% per bulan jika tidak mencatat aset dan pengurangan sebesar
5% jika tidak melaporkan aset;
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Pasal [I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannva dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten

Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale

Pada tanggal : 07 febraari 2017
BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal : 07 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

H.M..-YUSUF BADRUN

BER-ITA DAERAM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 01

dgsuy dengan Asliaya
A% 2 Pebruari 2017

bbc LT EEY TR T RPN
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